BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang implementasi sistem

self assessment pada UU BPHTB dalam peningkatan pendapatan daerah di

Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan UU No. 21 Th. 1997 Jo. UU No.20 Th. 2000 tentang BPHTB

yang dalam pemungutan pajaknya menganut sistem self assessment dalam

- prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum, karena dalam

prakteknya / kenyataannya masih banyak subyek pajak baik orang pribadi
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, ternyata
dalam penghitungan dan pembayaran pajak BPHTB nya melakukan
pengecilan (under assessment).

Apabila wajib pajak dalam pembayaran pajak BPHTB melakukan
pengecilan / pengurangan perhitungan pajaknya (under assessment / mark
down), maka untuk mengatasinya Kanror Pelayanan PBB Kabupaten
Sleman melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Kantor Pelayanan PBB melakukan penagihan dengan mengeluarkan

Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB).
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b. Atas permohonan dari wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (KPPBB) dalam hal-hal tertentu dapat
memberikan pengurangan / potongan pembayaran pajak BPHTB.

c¢. Lebih mengupayakan dan meningkatkan tertib laporan dari PPAT,
Pejabat Lelang maupun dari Pejabat Pertanahan Kabupaten, dan
menerapkan sanksi secara tegas terhadap pejabat yang tidak
memenuhi ketentuan tersebut.

d. Kantor Pelayanan PBB lebih banyak lagi melakukan penyuluhan
tentang seluk beluk perpajakan kepada wajib pajak agar lebih
mengerti hak dan kewajibannya khususnya dalam pajak BPHTB.

3. Pajak BPHTB yang dalam pemungutan pajaknya menggunakan sistem self
assessment ternyata penerimaannya untuk di Kabupaten Sleman belum
dapat maksimal, namun telah dapat membantu meningkatkan pendapatan
daerah di Kabupaten Sleman, yaitu untuk tahun anggaran 2001 mencapai
Rp. 5.193.375.000,00, dan tahun anggaran 2002 mencapai Rp.

5.919.557.400,00 dan tahun anggaran 2003 mencapai Rp.6.258.216.320,00

B. Saran - Saran

1). Perlu dilakukan kegiatan perbaikan yang bersifat terus menerus terhadap
sistem penatausahaan dan pelaporan serta sistem pengawasan pelaksanaan
pengenaan dan pembayaran BPHTB, sehingga menjadi lebih tertib dan
teratur serta dapat meminimalkan peluang terjadinya penghindaran dan

pengecilan pembayaran pajak BPHTB.
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2).

3).

Perlu segera dibentuk suatu badan yang tugasnya / fungsinya adalah
menentukan nilai pasar / nila transaksi (board of value) dari obyek pajak -
berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat digunakan
sebagai dasar penghitungan pajak BPHTB.

Sebelum ada board of value perlu selalu diadakan penyesuaian antara NJOP
dengan nilai pasar wajar yang ada sehingga NJOP tidak semakin jauh
tertinggal dengan harga tanah yang selalu mengalami kenaikan, dengan

harapan penerimaan pendapatan daerah dari sector BPHTB lebih optimal

lagi.
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